REGISTRASI PENOMORAN qz
Keputusan Walikota

Nomor & 180/678/HUKUM/2020 No. Koreksi = 416
Tanggal : 31/08/2020

Instansi : Bagian Hukum Setda Kota Palu
Tentang : Kuasa Hukum Bantuan Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan Tahun 2020

PETUGAS PENERIMA
E /)‘/ '
| Cakra Sany

0y .
Calatan :M“"M

’ e o ———————

|

Sub. Baglan Jaringan Dokumentasi dan Informasl Hukum

Baglan Hukum Setda Kota Palu JDIH-CYAS 01/09/2015:55

Mengingat | Undang Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I Palu
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (lLembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4288);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang  Nomor 9  Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 0)
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PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR

TENTANG

KUASA HUKUM BANTUAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI PENGADILAN
TAHUN 2020

WALI KOTA PALU,

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka membertkan bantuan kepada
masyarakat  muskin  terhadap  penanganain dan
penyelesaian masalah hukum vang dihadapt batk
dibidang Perdata maupun dibidang Pulana, maka
perlu mendapatkan bantuan hukum,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam  hurul a, perlu menetapkan
Keputusan  Wali  Kota tentang  Kuasa  Hukum
Bantuan bagi Masyarakt Miskin di Pengadilan
Tahun 2020;

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat [ Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 35585);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor +4288);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara l{r|v\|!vl|i\
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Ha87/)
sebagaimana telah  diubah  terakhu dengan
Undang-Undang Nomor 9 fahun 2015
tentang Perubahan kedua Atas Undang Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemenntahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negira
Republik Indonesin Nomor Ho/9),

4. Peraturan Daerah Kot Palu Nomor o Tahun 2000
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
(Lembaran Dacrah Kota Palu Tahun 2009 Nomor o,

r__._____.,- S— Tambahan Lembaran Dacraly kota Palu Nomor o)
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sebagaimana telah diubah
Kota Palu Nomor 15 Taht
Atas Peraturan Daera
tentang Pokok-
(Lembaran Dae
Tambahan Le

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
rah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15,
mbaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

S. Peraturan Daerah Kota Pal
tentang Pembentukan
Daerah (Lembaran Daer
Nomor 10, Tambahan
Nomor 10)
dengan Perat
2017 tentan
Nomor 10 T

u Nomor 10 Tahun 2016
dan Susunan Perangkat
ah Kota Palu Tahun 2016
Lembaran Daerah kota Palu
sebagaimana telah diubah dengan
uran Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun
g Perubahan Atas Peraturan Daerah
ahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota

Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Palu Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Paly Nomor 8 Tahun 2019
tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran

Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KUASA HUKUM

BANTUAN BAGI MASYARAKAT  MISKIN DI
PENGADILAN TAHUN 2020.

KESATU Kuasa Hukum Bantuan bagi Masyarakt Miskin di

Pengadilan Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Kuasa Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas :

il memberikan saran, pertimbangan hukum dan
tindakan hukum lainnya atas permasalahan
hukum yang dihadapi;

2.  menjadi kuasa hukum mewakili kepentingan
hukum masyarakat Kota Palu baik Perdata
maupun Pidana berdasarkan :

a. Surat Kuasa Khusus (SKK) Wali Kota; '

b.Surat Kuasa Khusus Kepala Organisasi
Perangkat Daerah dan atau Surat Kuasa
Khusus  Pejabat lain di  Lingkungan
Pemerintah Kota Palu sebagai tindak lanjut
perintah Wali Kota; dan
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